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Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
ا alif Tidakdilambangkan tidak  dilambangkan
ب ba B be
ت Ta T te
ث ṡa ṡ es (dengan titik diatas)
ج jim J je
ح ḥa ḥ ha (dengan titk dibawah)
خ kha Kh ka dan ha
د dal D de
ذ żal Ż zet (dengan titik diatas)
ر Ra R er
ز zai Z zet
س sin S es
ش syin Sy es dan ye
ص ṣad ṣ es (dengan titik dibawah)
ض ḍad ḍ de (dengan titik dibawah)
viii
ط ṭa ṭ te (dengan titik dibawah)
ظ ẓa ẓ zet (dengan titk dibawah)
ع ‘ain ‘ apostrof terbalik
غ gain G ge
ف fa F ef
ق qaf Q qi
ك kaf K ka
ل lam L el
م mim M em
ن nun n en
و wau w we
ه ha h ha
ء hamzah , apostof
ي ya y ye
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa
diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis
dengan tanda ( ̕ ).
2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
ix
Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,
transliterasinya sebagai berikut :
Tanda Nama Huruf  Latin Nama
 َا fatḥah a a
 ِا kasrah i i
 ُا ḍammah u u
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :
Tanda Nama Huruf Latin Nama
 َى fatḥah dan yā’ ai a dan i
 َْﻮ fatḥah dan wau au a dan u
3. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :
Harkat dan Huruf Nama Huruf dan
Tanda
Nama
..... | َا َى. fatḥah dan alif atauyā’ ā
a dan garis di
atas
ى kasrah dan yā’ i i dan garis di
atas
ﻮ ḍammah dan wau ū u dan garis di
atas
x4. Tā’ Marbūṭah
Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang
hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang
transliterasinya adalah [t]. Sedangkan tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat
harkat sukun transliterasinya adalah [h].
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah,
maka tā’ marbūṭah itu transliterasinya dengan (h).
5. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda tasydid ( ّ◌), dalam transliterasinya ini dilambangkan
dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.
Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh
huruf kasrah ( ّﻰِﯨ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah menjadi
(i).
6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf
ال (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang
ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah
maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung
yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya
dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).
xi
7. Hamzah
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop ( ̕ ) hanya berlaku
bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah
terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia
berupa alif.
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata,istilah
atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan
bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia,
tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an
(dari al-Qur’ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata
tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus
ditransliterasi secara utuh.
9. Lafẓ al-Jalālah (ﷲ)
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf
lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frase nominal), ditransliterasi
tanpa huruf hamzah.
Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-Jalālah
ditransliterasi dengan huruf [t].
10. Huruf Kapital
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf  kapital (All caps),
dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang
xii
penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang
berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf
awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan
kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis
dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal
kata sandangnya.  Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata
sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga
berlaku untuk  huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata
sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan
(CK,DP, CDK, dan DR).
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ABSTRAK
Nama : Nur Haefa Khairunnisa
Nim : 10400114036
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul Skripsi : Tanggung Jawab pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan dalam Pemberian Izin Pertambangan Bahan
Galian Batuan dan Penertiban Pertambangan Liar di
Kabupaten Gowa
Pokok masalah dalam penelitian ini mengenai Tanggung Jawab pemerintah
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam Pemberian Izin Pertambangan Bahan Galian
Batuan dan Penertiban Pertambangan Liar di Kabupaten Gowa, pokok masalah tersebut
selanjutnya di rumuskan kedalam submasalah atau pertanyaan penelitian yaitu: (1)
Bagaimana peran dan tanggung jawab pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan
dalam pemberian izin pertambangan bahan galian batuan di Kabupaten Gowa? (2)
Bagaimanakah Penertiban pertambangan liar yang di lakukan oleh Pemerintah
Kabupaten Gowa?
Penelitian ini merupakan tipe penelitian empiris yang dilakukan pada Dinas
Penanaman modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Penelitian ini merupakan tipe
penelitian survei sejenis kualitatif dengan menonjolkan pendekatan sosiologis, hukum
dan yuridis, Sumber data primer dan sekunder, Data primer bersumber dari Satu
pegawai Dinas Penanaman Modal dan PTSP dan Kasubag Hukum Pemerintah
Kabupaten Gowa Data sekunder lainnya adalah bahan-bahan tertulis, buku, Jurnal,
website, majalah, sumber dari arsip, dokumen resmi tentang Perizinan pertambangan.
Langkah selanjutnya adalah mengklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang
diteliti, kemudian data tersebut disusun dan dianalisa dengan metode deskriptif.
Hasil penelitian ini Menunjukan bahwa 1). Tanggung Jawab Pemerintah daerah
Provinsi Sulawesi Selatan dalam pemberian izin pertambangan bahan galian batuan
telah tertuang dalam Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
yang berlaku mulai Oktober 2016, Dengan demikian pemerintah provinsi mengambil-
alih Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari tangan pemerintah kabupaten melalui
pelayanan terpadu satu pintu. (2) Adapun Mengenai Penertiban pertambangan ilegal
yang sekarang marak terjadi di Kabuptaen Gowa Pemerintah dan Kepolisian telah
mengupayakan dengan maksimal pemberantasan Tambang yang tak berizin ini dengan
memberi peringatan sanksi yang tegas, jika terbukti bersalah, semua pelaku tersebut
terancam dikenakan pasal 158 maka ancaman hukumannya yah 10 tahun penjara,
Implikasi dari penelitian ini adalah Pemerintah perlu melakukan sosialisasi
terkait peraturan daerah yang telah ada agar masyarakat bisa memahami kebijakan yang
dibuat tersebut Khususnya terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sehingga
tidak ada ketimpangan antara wewenangan pengelolahan Pertambangan antar
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/kota.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Adanya pemerintahan daerah tidak lepas dari konstitusi bangsa indonesia
yakni tertuang pada pasal 18 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun
1945 yang mengamanatkan tentang pembagian Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang terdiri atas daerah daerah provinsi dan dalam setiap provinsi terdiri atas daerah
kabupaten/kota yang masing masing dari daerah tersebut mempunyai pemeritah
daerah yang di atur oleh Undang-Undang. “Undang-undang Dasar suatu negara ialah
hanya sebagian dari hukumnya dasar negara itu. Undang-undang Dasar ialah, hukum
dasar yang tertulis, disamping Undang-undang dasar itu berlaku juga hukum dasar
yang tidak tertulis, ialah aturan aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam
praktek  penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis”1
Akibat adanya amanat dari konstitusi tersebut berbagai peraturan perundang-
undangan tentang pemerintahan daerah dibuat untuk menjamin terselenggarannya
pemerintahan daerah yang sesuai dengan perkembangan yang ada pada setiapp
daerah. Mengingat hal tersebut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
pemerintahan daerah meemberikan hak, wewenang dan kewajiban kepada daerah
otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan
1H. Dahlan Thalib, Jazim Hamidi, Ni’matul Huda. Teori dan Hukum Konstitusi, (Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada), h. 10
2masyarakat setempat sesuai dengan pearturan perundang undangan. Kegiatan
pertambangan merupakan salah satu sektor usaha yang di miliki peran strategis dan
kontribusi yang besar terhadap pembangunan suatu daerah. Keberadaan bahan galian
galian berupa mineral-mineral dan endapan-endanpan lainnya merupakan suatu
anugerah bagi setiap daerah. Hal itu berkaitan dengan peningkatan pendapatan asli
daerah yang berasal dari penerimaan pajak, retribusi dan penyertaan modal daerah
melalui divertasi saham dan/atau melalui badan usaha milik negara. Undang-undang
dasar Negara Republik indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen rumusan
pasal 18 ayat (1) dan (2) adalah sebagai berikut: Ayat (1)  Negara Kesatuan Republik
Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai
pemerintahan daerah yang di atur dengan Undang-Undang. Ayat (2) pemerintahan
daerah provinsi, kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.2
Kabupaten Gowa merupakan salah satu daerah yang terdapat di provinsi
Sulawesi Selatan yang memiliki luas 1.883,32 km2 berpenduduk banyak kurang lebih
652.941 jiwa atau sama dengan 3,01% dari luas wilayah provinsi Sulawesi Selatan,
wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar merupakan daratan tinggi yaitu sekitar
72,26 %, ada 9 wilayah kecamatan yang merupakan daratan tinggi yaitu Parangloe,
Manuju, Tinggimoncong, Tombolo pao, Parigi, Bungaya. Bontolempangan,
Tompobulu dan Biring bulu. Dari total luas Kabupaten Gowa 35,30 persen
2Abrar Saleng. 2004. Hukum pertambangan (Yogyakart: UII Press) h. 32
3mempunyai kemiringan tanah di atas 40 derajat, yaitu pada wilayah Kecamatan
Pangloe, Tinggi Moncong, Bungaya dan Tompobulu. Kabupaten Gowa dilalui oleh
banyak sungai yang cukup besar yaitu seluas 881 km2 dengan panjang 90 km.3
Kondisi geografis dan luas wilayah yang dimiliki kabupaten gowa
memberikan potensi akomoditas tambang yang cukup besar diantaranya merupakan
komoditas tambang berupa (a) tanah timbunan banyak terdapat di samata,
pattalassang dan padangtaring potensinya di perkirakan mencapai 160 juta ton lebih.
(b) bahan galian batu banyak di temukan di sepanjang sungai jeneberang dan
tanggara. Dikawasan caddika dan pallangga terdapat endapan sungai purba.
Potensinya diperkirakan mencapai 100 juta ton. (c) pasir sungai banyak di jumpai di
sepanjang sungai jeneberang mulai kadaluaja sampai daerah songkolo dengan potensi
miliaran ton. Endapan pasir sungai purba juga terdapat di passelengang dengan luas
sekitar 200 hektare dan ketebalan dua sampai tiga meter. (d) batuan beku (diorit)
dengan potensi 125 juta ton, bahan fondasi bangunan itu bisa ditemukan di daera
bontoloe dan bangkoa, (e) basalt berupa beku basa terdapat di kecamatan parangloe,
bontomarannu, tompobulu, tinggi moncong, bungaya potensinya mencapai miliaran
ton. (f) andesit, berupa luar ditemukan di bontomanai, mangguntur, bulumaya,
lebangbu’ne dan erelembang dengan sumber daya mencapai 922.100.000 ton, juga
ada kaolin, tras, lempung, zeolit, bentonit, dan batu apung. Kepala dinas
pertambangan dan energi gowa, syarifuddin ardan menyebutkan potensi galian
3Website Badan Pusat Statistik Babupaten Gowa di akses tanggal 23 Oktober 2017
4golongan B, seperti belerang ditemukan di pegunungan lompo battang pada
ketinggian 1.900 meter di atas permukaan laut, logam mulia dan endapan primer di
borong sapiri, bulubincanai, baturappe, dan bangkoa serta endapan sekunder di
sepanjang sungai jeneberang, tanggara, bangkoa, sungai sukung, malonjo, malakaji
dan sugai sapaya, sedangkan galian golongan A berupa batubara, daerah prospek
botong, bulutawara dan daerah prospek peo. Namun yang banyak tergarap hanya
batuan dan pasir sungai serta timbunan, dan potensi lain belum terlalu tersentuh.4
Potensi bahan galian yang terbesar di Kabupaten Gowa yaitu bahan galian
batuan,  hal ini disebabkan penyebaran bahan galian ini lebih merata disemua daerah.
Bahan galian yang mudah di jumpai dan keberadannya sangat di butuhkan
masyarakat dalam hal membangun fasilitas maupun infrastruktur yang dibutuhkan.
Melihat besarnya potensi bahan galian batuan yang terdapat di kabupaten
gowa menyebabkan banyaknya kegiatan usaha pertambangan yang diusahakan baik
perorang maupu badan usaha. Pada dasarnya kegiatan usaha pertambangan yang
dilakukan harus memiliki izin ini tidak menutup kemungkinan adanya kegiatan usaha
pertambangan ilegal tersebut kerap kali luput dari perhatian pemerintah sebagai pihak
yang berwenang mengeluarkan izin.
Izin merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah
berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas,
menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha
atau kegiatan tertentu. Ada berbagai jenis izin yang dapat kita jumpai dalam Undang-
4Disadur pada Harian Fajar Edisi 1 Oktober 2017
5Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara yang
berupa; izin usaha pertambangan (IUP), IUP Eksplorasi, IUP Operasi produksi, izin
pertambangan rakyat (IRP), Izin usaha pertambangan khusus (IUPK), IUPK
Eksplorasi, dan IUPK Operasi Produksi.
Bahan galian batuan meliputi pumice, tras, toseki, marmer, perlit, tanah
diatome, tanah serap (fullers earth), slate granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit,
basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal
kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersika, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu
gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai
ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil perpasir alami (sirtu), bahan
timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping
onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur
mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi
pertambangan.
Bahan galian batuan atau yang lebih dikenal dengan bahan galian golongan C
memiliki peran yang penting terutama dalam memberikan dukungan material untuk
pembangunan infrastruktur antara lain: pendirian sarana infrastruktur jalan,
pembangunan perumahan, dan gedung perkantoran.
Maraknya tambang yang diduga ilegal yang beroperasi dikabupaten Gowa
semakin merajalela. dan terlihat dibeberapa kecamatan dengan bebas membuka lahan
seenaknya tanpa memiliki izin bahkan tidak memikirkan resiko yang akan
ditimbulkan tehadap pemukiman warga, dan juga tak di ketahui bahwa beberapa
6lokasi tambang telah dikelola oleh Perusahaan daerah (PERUSDAH) itupun sudah
memiliki area tersendiri alias peta blok dari dinas pertambangan Kab.Gowa dan
dinyatakan resmi beroperasi namun disisi lain ada yang ganjil disekitar kawasan
tersebut seperti halnya dengan lokasi tambang yang ada didesa timbuseng Bollangi
kecamatan Pattallassang salah satunya telah dikelolah oleh PERUSDAH namun
kenyatannya beberapa lokasi tambang liar lainnya dianggap telah merugikan istansi
tersebut dengan menjual nama PERUSDAH namun pada dasarnya tidak memiliki
izin dari Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
Terkait dengan adanya lokasi tambang liar yang beroperasi dan bersebelahan
dengan lokasi Perusdah itu jelas tidak memiliki izin,begitupun oknum yang berinisial
Bsr bukan orangnya Perudah tetapi sebatas mitra kerja saja tuturnya dan masih
banyak lagi kegiatan pertambangan yang luput dari pengawasan pemerintah daerah.5
Pemanfaatan potensi alam di setiap daerah dapat dilakukan untuk apa saja dan
siapa saja, tetapi tetap ada aturan dan norma yang harus ditaati dan disepakati. Galian
C adalah bahan tambang yang biasanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur.
Baik bangunan pribadi, swasta maupun pemerintah. Salah satu contoh kongkrit galian
C yang berasal dari Desa Julukanaya Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Di
Desa ini bahan galian C tersebut semuanya di eksplorasi dan dikelola oleh pihak
swasta. Pengelolaan oleh swasta tersebut tentunya mendatangkan pemasukan bagi
daerah, baik yang berhubungan langsung dengan lokasi maupun pemerintah daerah.
5http://www.mediakasus.com/2013/07/tambang-ilegal-marak-di-kabgowa-sulsel.htmldi akses
pada tanggal 01 september 2017 pukul 12.00
7Bagi yang berhubungan langsung dengan lokasi, seperti desa. Karena di lokasi galian
C di daerah ini berada sangat dekat dengan permukiman masyarakat (desa), maka
biasanya pihak pengelola memberikan kesempatan kepada masyarakat desa sekitar
untuk mencari nafkah dengan bekerja sebagai pekerja kasar “pengumpul pasir” di
tambang galian C tersebut.Permasalahan yang paling pertama muncul dari
pengelolaan galian C di daerah ini adalah kerusakan jalan yang dilalui oleh kendaraan
pengangkut galian C tersebut dari lokasi tambang menuju ke “konsumen”. Hal ini
disebabkan karena kapasitas jalan sebelum hadirnya galian C di daerah ini masih
dilapisi dengan aspal kasar (bukan Hotmik) sehingga tidak mampu untuk menahan
beban diatasnya yang setiap hari dilalui oleh truk-truk berbadan besar (Tonase
muatan kendaraan tidak sebanding dengan Tonase kelas jalan) sehingga satu-satunya
jalan menuju desa yang menjadi lokasi galian C tersebut rusak parah. Permasalahan
kedua yaitu ketersediaan bahan galian C merupakan salah satu sumber daya alam
yang tidak bisa diperbaharui, maka permasalahan baru muncul.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan sebelumnya, maka penulis
merumuskan permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana peran dan tanggung jawab pemerintah daerah Provinsi Sulawesi
Selatan dalam pemberian izin pertambangan bahan galian batuan di Kabupaten
Gowa?
2. Bagaimanakah Penertiban tambang liar yang di lakukan oleh Kabupaten Gowa?
8C. Kajian pustaka
Setelah penyusun melakukan telaah pustaka, ditemukan beberapa  penelitian
dan  literatur yang secara langsung berkaitan dengan  penelitian penyusun,. Sehingga
guna mendukung penelitian ini maka  penyusun berusaha melakukan penulusuran
karya-karya yang berkaitan  dengan judul penyusunan ini, diantaranya berikut :
1. Salim HS dalam bukunya “Hukum Pertambangan di Indonesia”, yang
menjelaskan mengenai Hukum Pertambangan secara rinci yaitu Hukum yang
mengatur tentang penggalian atau pertambangan bijih-bijih dan mineral-mineral
dalam tanah, defenisi ini hanya difokuskan pada aktifitas penggalian atau
pertambangan bijih-bijih. Penggalian atau pertambangan merupakan usaha untuk
menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi.
2. Marilang dalam bukunya “Pradigma Hukum Pertambangan” membahas
mengenai pengertian Pertambangan Mineral dan Batu bara yaitu sebagian atau
seluruh tahap kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan
mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan,
konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan,
serta kegiatan pasca tambang. Dalam buku ini menggambarkan secara garis besar
pembagian-pembagian jenis tambang dan pembagian kekuasaan pertambangan.
3. Abrar Saleng dalam bukunya “Hukum Pertambangan” menjelasakan bahwa
Substansi penguasaan negara ialah kewenang yang mencakup penentuan kebijakan
mengenai: peraturan peruntukan, penggunaan dan pengawasan serta menjamin
9pemanfaatan bahan galian untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. Menurut
Abrar terdapat kewajiban negara yang merupakan tujuan dari penguasaan negara
sebagai berikut: (a) segala bentuk pemanfaatan bahan galian harus secara nyata untuk
meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat; (b) melindungi dan menjamin
segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam atau dinikmati langsung oleh rakyat; (c)
mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak
mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam menikmati pemanfaatan
bahan galian
4. Penulis mengambil skripsi dari karya Skripsi Achmad fauzi hm “Tinjauan
yuridis terhadap tindak pidana pertambangan tanpa izin pada kawasan hutan di kolaka
(tanggapan ata putusan Nomor 62/Pid.B/2014/PN. Kolaka)” ini sangat berbeda
dengan skripsi yang penulis susun karena pada skripsi di atas membahas mengenai
tindak pidana yang di lakukan oleh pengusaha dibidang pertambangan sedangkan
penulis menulis skripsi yang membahas mengenai peran dan tanggung jawab
pemerintah daerah provinsi sulawesi selatan dalam pemberian izin pertambangan
bahan galian batuan dan penertiban izin pertambangan di kabupaten gowa
5. Penulis mengambil skripsi dari karya Agustinus Fransiskus San ”Penegakan
Hukum terhadap Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup sebagai Akibat
Pertambangan Rakyat di kecamatan palu timur kota palu” dalam skripsi ini hanya
membahas mengenai  kasus pencemaran lingkungan hidup akibat kegiatan
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pertambangan beda dari yang skripsi yang penulis buat yang mengambil mengenai
pemberian izin pertambangan bahan galian batuan dan penertiban pertambangan liar
D. Tujuan penelitian
Adapun tujuan penelitian ini, yaitu:
1. Untuk mengetahui bagaimana Peralihan kewenangan Izin pertambangan oleh
Kabupaten/kota kepada Penmerintah Provinsi Suleawesi Selatan dalam
pemberian izin pertambangan bahan galian batuan.
2. Untuk mengetahui sejauh mana penertiban Pertambangan Liar yang di lakukan
oleh pemerintah Kabupaten Gowa kepada pelaku tambang liar dan pemberian
sanksinya
E. Manfaat peneltian
Adapun manfaat penelitian ini, yaitu;
1. Dapat dijadikan referensi baru bagi para pihak termasuk kalangan akademisi dan
praktisi yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan yang berkaita dengan
kewenangan pemerintahan daerah dalam pemberian izin pertambangan bahan
galian batuan
2. Dapat di jadikan sumber pengetahuan bagi masyarakat yang ingin mengetahui
lebih jauh tentang kewenangan pemerintah dalam hal pemberian izin
pertambangan bahan galian batuan
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3. Dapat menambah pengetahuan penulis mengenai kewenangan pemerintah daerah






Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang  Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan
menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1 ayat (3)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara Indonesia
adalah negara hukum. Hal ini berarti bahwa sistem penyelenggaraan pemerintahan
negara Republik Indonesia harus berdasarkan atas prinsip kedaulatan rakyat dan
prinsip negara hukum. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, segala bentuk Keputusan
dan/atau tindakan Administrasi Pemerintahan harus berdasarkan atas kedaulatan
rakyat dan hukum yang merupakan refleksi dari Pancasila sebagai ideologi negara.
Dengan demikian tidak berdasarkan kekuasaan yang melekat pada kedudukan
penyelenggara pemerintahan itu sendiri.
Hukum adalah Penggunaan kekuasaan negara terhadap Warga Masyarakat
bukanlah tanpa persyaratan. Warga Masyarakat tidak dapat diperlakukan secara
sewenang-wenang sebagai objek. Keputusan dan/atau tindakan terhadap warga
masyarakat harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-
asas umum pemerintahan yang baik. Pengawasan terhadap keputusan dan/atau
tindakan merupakan pengujian terhadap perlakuan kepada warga masyarakat yang
terlibat telah diperlakukan sesuai dengan hukum dan memperhatikan prinsip-prinsip
13
perlindungan hukum yang secara  efektif dapat dilakukan oleh lembaga negara dan
Peradilan Tata Usaha Negara yang bebas dan mandiri. Karena itu, sistem dan
prosedur penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan harus diatur dalam
undang-undang. Tugas pemerintahan untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana
dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan tugas tersebut merupakan tugas yang sangat luas, sehingga
diperlukan peraturan yang dapat mengarahkan penyelenggaraan pemerintahan
menjadilebih sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat (citizen friendly),
guna memberikan landasan dan pedoman bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada setiap Warga
Masyarakat, memungkinkan Warga Masyarakat  mengajukan keberatan dan banding
terhadap Keputusan dan/atau  Tindakan, kepada Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang bersangkutan. Warga Masyarakat juga dapat
mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, karena ini merupakan hukum
materiil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara.  Peraturan Daerah merupakan
instrumen penting dari negara hukum yang demokratis, dimana Keputusan dan/atau
Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan atau penyelenggara pemerintahan daerah. Penyelenggara pemerintahan
daerah yang menyelenggarakan fungsipemerintahan yang memungkinkan untuk diuji
melalui Pengadilandiperlukan dalam rangka memberikan jaminan kepada Warga
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Masyarakat yang semula sebagai objek menjadi subjek dalam sebuah negara hukum
yang merupakan bagian dari perwujudan kedaulatan rakyat. Kedaulatan Warga
Masyarakat dalam sebuah negara tidak dengan sendirinya baik secara keseluruhan
maupun sebagian dapat terwujud.Peraturan daerah pada dasarnya adalah upaya untuk
membangun prinsip-prinsip pokok, pola pikir, sikap, perilaku, budaya dan pola tindak
administrasi yang demokratis, objektif, dan professional dalam rangka menciptakan
keadilan dan kepastian hukum. Memperhatikan uraian tersebut di atas, timbul
permasalahan yakni: seberapa besar kewenangan pelaksanaan pemerintah daerah dan
kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam membuat perda-perda yang diemban
secara demokratis.7
1. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kedaulatan yang terdapat dalam negara kesatuan tidak dapat dibagi-bagi,
bentuk pemerintahan desentralisasi dalam negarakesatuan adalah sebagai usaha
mewujudkan pemerintahan demokrasi, di mana pemerintahan daerah dijalankan
secara efektif, guna pemberdayaan kemaslahatan rakyat.
Kewenangan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, meliputi kewenangan
membuat perda-perda (zelfwetgeving) dan penyelenggaraan pemerintahan
(zelfbestuur) yang diemban secara demokratis. Pelimpahan atau penyerahan
wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah-daerah otonom bukanlah karena hal
itu ditetapkan dalam konstitusinya, melainkan disebabkan oleh hakikat  Negara
7C.S.T Kansil, Christine S.T Kansil, Hukum Tata Negara Republik Indonesia 2 (Edisi revisi)
(Jakarta;  PT. Rineka Cipta) h. 96
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kesatuan itu sendiri. Prinsip pada negara kesatuan ialahbahwa yang memegang
tampuk kekuasaan tertinggi atas segenap urusan negara adalah pemerintah pusat
(central government), tanpa adanya gangguan oleh suatu delegasi atau pelimpahan
kekuasaan kepada pemerintah daerah (local government). Pengaturan pelaksana
kekuasaan negara mempunyai dua bentuk, yaitu dipusatkan atau dipancarkan. Jika
kekuasaan negara dipusatkan maka terjadi sentralisasi, demikian pula sebaliknya, jika
kekuasaan negara dipencarkan maka terjadi desentralisasi. Dalam berbagai
perkembangan pemerintahan, dijumpai arus balik yang kuat ke sentralistik, yang
disebabkan faktor-faktor tertentu.
Kekuasaan pemerintah pusat tidak terganggu dengan adanya kewenangan
pada daerah otonom yang diberikan otonomi yang luas dan tidak bermakna untuk
mengurangi kekuasaan pemerintah pusat. Pemberian sebagian kewenangan
(kekuasaan) kepada daerah berdasarkan hak otonomi (negara kesatuan dengan sistem
desentralisasi), tetapi pada tahap akhir, kekuasaan tertinggi tetap di tangan
pemerintah pusat. Jadi, kewenangan yang melekat pada daerah tidaklah berarti bahwa
pemerintah daerah itu berdaulat sebab pengawasan dan kekuasaan tertinggi masih
tetap terletak di tangan pemerintah pusat. Hubungan pusat dengan daerah di mana
suatu negara kesatuan yang gedecentraliseerd, pemerintahan pusat membentuk
daerah-daerah, serta menyerahkan sebagian dari kewenangannya kepada daerah.
a) Penerapan Asas Desentralisasi
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Pemaknaan asas desentralisasi menjadi perdebatan di kalangan pakar dalam
mengkaji dan melihat harapan asas ini dalam pelaksanaan pemerintahan daerah.
Perdebatan yang muncul diakibatkan oleh carapandang dalam mengartikulasikan sisi
mana desentralisasi diposisikan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Dari
pemaknaan asas desentralisasi tersebut dapat diklasifikasi dalam beberapa hal, di
antaranya:
(1) desentralisasi sebagai penyerahan kewenangan kekuasaan;
(2) desentralisasi sebagai pelimpahan kekuasaan dan kewenangan,
(3) desentralisasi sebagai pembagian, penyebaran,pemencaran, dan
pemberian kekuasaan dan kewenangan; serta
(4) desentralisasi sebagai sarana dalam pembagian dan pembentukan daerah
pemerintahan.
Pertama, pandangan pakar yang menganggap bahwa desentralisasi merupakan
penyerahan kekuasaan dan kewenangan. Dalam arti ketatanegaraan, yang dimaksud
dengan desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau
daerah tingkat atasnya kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya.Pemaknaan
desentralisasi dibedakan dalam empat hal;
(1) kewenangan untuk mengambil keputusan diserahkan dari seorang
pejabat administrasi/pemerintah kepada yang lain;
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(2) penjabat yang menyerahkan itu mempunyai lingkungan pekerjaan yang
lebih luas daripada penjabat yang diserahi kewenangan tersebut;
(3) penjabat yang menyerahkan kewenangan tidak dapat memberi perintah
kepadapenjabat yang telah diserahi kewenangan itu, mengenai pengambilan
keputusan atau isi keputusan itu; serta
(4) penjabat yang menyerahkan kewenangan itu tak dapat menjadikan
keputusannya sendiri sebagai pengganti keputusan yang telah diambil, tidak
dapat secara bebas menurut pilihan sendiri sebagai pengganti keputusan yang
telah diserahi kewenangan itu dengan orang lain, tidak dapat
menyingkirkanpenjabat yang telah diserahi kewenangan itu dari tempatnya.
Kedua, pandangan pakar yang menganggap bahwa desentralisasi merupakan
pelimpahan kekuasaan dan kewenangan bahwa desentralisasi adalah sebagai
pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah. Desentralisasi di bidang pemerintahan
diartikan sebagai pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada satuan-satuan
organisasi pemerintahan untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari
kelompok yang mendiami suatu wilayah. Desentralisasi politik merupakan
pelimpahan kewenangan untuk pengambilan keputusan kepada tingkat pemerintahan
yang lebih rendah, mendorong masyarakat dan perwakilan mereka untuk
berpartisipasi di dalam proses pengambil keputusan. Dalam suatu struktur
desentralisasi, pemerintah tingkat bawah merumuskan dan mengimplementasikan
kebijakan secara independen, dan intervensi dari tingkatan pemerintahan yang lebih
tinggi. Adanya pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah tidak sebagai
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sesuatu yang harus ditakuti oleh pemerintah pusat karena pemberian kewenangan
tersebut tidak akan terlepas dari koordinasi dan pengawasan pemerintah pusat.
Pemberian otonomi kepada daerah hanya sebagai salah satu usaha untuk lebih
melancarkan tugas tanggung jawab pemerintah pusat dalam penyelenggaraan urusan
pemerintah pembangunan, dan pelayanan masyarakat di setiap daerah.
Ketiga, pandangan pakar yang menganggap bahwa desentralisasi sistem
pemerintahan merupakan pembagian, penyebaran, pemencaran, pemberian kekuasaan
dan kewenangan. Tresna berpandangan bahwa desentralisasi diartikan sebagai
pemberian kekuasaan mengatur diri kepada daerah-daerah dalam lingkungannya guna
mewujudkan asas demokrasi, di dalam pemerintahan negara. Sedangkan Soehino
berpandangan bahwa, desentralisasi kedaerahan memberi ruang kepada alat
perlengkapan suatu lembaga hukum untuk membentuk hukum in-abstractodan
pemberian delegasi kepada alat perlengkapan lembaga hukum publik untuk
membentuk aturan hukum in-concreto.
Keempat, pandangan pakar yang menganggap bahwa desentralisasi
merupakan sarana dalam pembagian dan pembentukan daerah, desentralisasi adalah
pembentukan daerah otonom dengan kekuasaan-kekuasaan tertentu dan bidang-
bidang kegiatan tertentu ya diselenggarakan berdasarkan pertimbangan, inisiatif, dan
administrasi sendiri. Jadi, desentralisasi menyangkut pembentukan daerah otonom
dengan dilengkapi kewenangan-kewenangan tertentu dan bidang-bidang kegiatan
tertentu. Pemaknaan desentralisasi yang dikaitkan dengan demokratisasi sendi-sendi
pemerintahan, bahwa otonomisasi tidak saja berarti melaksanakan demokrasi, tetapi
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mendorong berkembangnya prakarsa sendiri untuk mengambil keputusan mengenai
kepentingan masyarakat sendiri. Desentralisasi dalam paham demokrasi diharapkan
dapat mewujudkan daerah-daerah otonom yang memiliki kewenangan menentukan
nasib sendiri, yaitu membuat peraturan dan menjalankannya serta menjalankan
peraturan yang dibuat oleh dewan yang lebih tinggi.
Dari beberapa pandangan pakar di atas, dengan jelas menafsirkan bahwa
dimensi makna desentralisasi melahirkan sisipenyerahan kewenangan, pembagian
kekuasaan, pendelegasian kewenangan, dan pembagian daerah dalam struktur
pemerintahan di negara kesatuan. Penyerahan, pendelegasian, danpembagian
kewenangan dengan sendirinya menciptakan kewenangan pal pemerintah daerah
dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah, yang didahului pembagian daerah
pemerintahan dalam bingkai daerahotonom.
Pendelegasian wewenang dalam desentralisasi bersifat hak dalam
menciptakan peraturan-peraturan dan keputusan penyelenggaraan lainnya dalam
batas-batas urusan yang telah diserahkan kepada badan-badan otonom itu. Jadi,
pendelegasian wewenang dalam desentralisasi berlangsung antara lembaga-lembaga
di pusat dengan lembaga-lembaga otonom di daerah, sementara pendelegasian dalam
dekonsentrasi berlangsung antara petugas perorangan pusat di pusat kepada petugas
perorangan pusat di daerah.8
8Barama M, Pelaksanaan Pemerintah Daerah dan Penerapan Sanksi Administrasi dalam
Peraturan Daerah, Vol.22 No.5 Januari2016, Jurnal Hukum Unsrat, Https://media.neliti.com
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B. Kewenangan
Berbicara mengenai kewenangan sangat erat kaitannya dengan masalah
pemerintahan. Hal ini disebabkan, organ pemerintahlah yang pada umumnya sering
mendaptkan pelimpahan wewenang sebagai lembaga yang bersinggungan dengan
kepentingan umum (publik). Suatu peyelenggaraan pemerintahan dalam
kesehariannya selalu berhubungan dengan masyarakat atau lebih sering diistilahkan
sebagai rakyat.
Kewenangan pada dasarnya bersumber dari Undang-Undang yang
bersumber dari pembuatan Undang-Undang salah satunya DPR yang merupakan
wakil rakyat pelaksanaan kewenangan tidak semata dilakukan dengan seweang-
wenang disebabkan hal ini berhubungan dengan asas legalitas dimana setiap tindakan
pemerintah harus didasari oleh Undang-Undang atau aturan yang mengatur mengenai
tindakan tersebut.
Mengenai kewenangan itu, H.D stout mengatakan bahwa:
“bevoeghdheid is een begrip uit het bestururlijke orgnanisatierecht, wat kan
worden omsschereven als het geheel van ragles dat betrekking helf op the verkrijging
en uittoefening van bestuursrechtelijke bevoegdhedem door publiekrechtelijke
rechtssubjecten in het bestuursrechtelijk rechtsverkeer”
(kewenangan adalah pengertian dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat
dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan
penggunaan kewenangan pemerintahan oleh subjek hukum di dalam hukum publik)
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Menurut Bagir Manan, wewenangan dalam bahasa hukum tidak sama dengan
kekuasaan (macht) kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak
berbjuat. Menurut pandangan hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.
Mengenai hak dalam kaitannya dengan otonomi daerah, hak menyandang pengertian
kekuasaan untuk mengatur sendiri (zelfregelen) dan mengelolah sendiri (selfbesturen)
sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan
pemerintahan sebagaimana mestinya, vertical berati kekuasaan untuk menjalankan
pemerintahan daerah negara secara keseluruhan.9
Philipus M  Hadjon, menyimpulkan 5 (lima) norma umum pengguanaan
wewenang, yaitu:
1. Penggunaan wewenang harus berdasarkan peraturan perundang undangan
(asas wetmatigheid);
2. Larangan menyalahgunakan wewenang;
3. Larangan bertindak sewenang-wenang;
4. Wajib bertindak sesuai dengan norma-norma kepatuhan;
5. Memberikan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan yang di
lakukan.
1. Sumber dan cara memperoleh kewenangan
Seiring denga pilar utama negara hukum yaitu asas legalitas, maka
berdasarkan prinsip ini wewenang pemerintah berasal dari peraturn perundang-
9Ridwan HR. 2011. Hukum Administrasi Negara (edisi revisi) (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persad). h. 98-99
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undangan. Secara teoritik kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-
undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu, atribusi, delegasi dan mandat.
Lebih lanjut hindroharto mengatakan pada atrubusi terjadi pemberian wewenang
pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
Disini dilahirkan atau di ciptkakan suatu wewenang baru, lebih lanjut disebutkan
bahwa legislator yang berkompeten memberikan atribusi wewenang pemerintahan itu
dibedakan antara:
a. Yang berkedudukan sebagai original legislator; dinegara kita tingkat pusat
adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi dan DPR Bersama-sama pemerintah
sebagai yang melahirkan peraturan daerah,  dan ditingkat daerah adalah DPRD
dan pemda yang melahirkan peratuan daerah
b. Yang bertindak sebagai Delegator legislator, seperti presiden yang berdasar
pada suatu ketentan Undang-Undang mengeluarkan peraturan pemerintah
dimana diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada Badan atau
Pejabat Tata Usaha Negara tertentu.
Sementara itu, delegasi dan mandat dalam banyak referensi dipadukan
menjadi satu kelompok karena proses mendapatkan  wewenang ini adalah melalui
pelimpahan kekuasaan. Badan/pejabat tata ysaha negara yang melimpahkan
wewenang delegasi disebut delegans dan yang menerima disebut delegaris.
Sedangkan pada Badan/pejabat tata usaha yang melimpahkan mandat disebut dengan
mandans dan mnerima disebut mandataris. Delegasi adalah kewenangan yang
dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada
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organ lainnya sehingga delegator (orang yang memberika kewenangan dapat menguju
kewenangan tersebut atas namanya, sedangkan pada mandat, tidak terdapat suatu
pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan
kewenangan kepada orang lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau
mengambil suatu tindakan atas namanya.10
Pemberian atau pelimpahan wewenang ada persyaratannya yang harus
dipenuhi yaitu,
1. Delegasi harus defenitif, artinya delegans tidak lagi menggunakan sendiri
wewenang yang dilimpahkan itu
2. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan artinya
delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan itu dalam peraturan perundang-
undangan
3. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hirarki kepegawaian tidak
diperkenankan adanya delegasi.
4. Kewajiban memberikan keteranagn (penjelasan) artinya delegans berwenang
untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut.
5. Peraturan kebijakan (beleidsregelen) artinya delegans memberikan intruksi
(petujuk) tentang penggunaan wewenang tersebut11
10Sufriadi, Analisis Fenomena Hukum sebagai aktualisasi tradisi ilmiah, junal yuridis Vol 1,
No 1, juni 2014
11Titik triwulan tutik, 2010 Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia, (Jakarta:
prestasi pustaka publishe). h. 195-196
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Pengertian atribusi dan delegasi adalah alat-alat untuk membantu untuk
memeriksa apakah satsuatu badan berwenang atau tidak. Pemikiran negara hukum
menyebabkan bahwa, apabila penguasa ingin meletakkan kewajiban-kewajuban
diatas warga (masyarakat) maka kewenangan itu harus ditemukan dalam satu
Undang-Undang. Dalam hal mandat tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan
atau pengalihtanganan kewenangan. Disini menyangkut janji-janji kerja intern antara
penguasa dan pegawai. Pada hal-hal tertentu seorang pegawai memperoleh
kewenangan untuk atas nama si penguasa
Pada atribusi penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau
memperluas wewenang yang sudah ada, dengan tanggung jawab interen, dan
eksteren. Pelaksanaan wewenang yang di atribusikan spenuhnya berada pada
penerima wewenang (atributaris). Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang,
yang ada hanya pelimpahan wewenang dari jabatan yang satu kepada jabatan yang
lainnya. Tanggung jawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi (delegans)
tetapi beralih pada penetima delegasi (delegetaris). Sementara pada mandat, penerima
mandat (madataris) hanya bertindak untuk atas nama pemberian mandat (mandans),
tanggung jawab akhir keputusan yang diambil mandataris tetap berada pada mandans.
Hal ini karena pada dasarnya, penerima mandat ini bukan pihak lain dari pemberi
mandat.12




Pasal 1 angka 9 peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008
tentang pedoman organisasi dan tata kerja unit pelayanan perizinan terpadu di daerah
menyebutkan bahwa perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku
usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tnda daftar usaha.
Beberapa istilah yang memiliki kesejajaran dengan izin yaitu: dispensasi konsesi
dan lisensi. Dalam hukum adminisstrasi negara dispensasi diartikan sebagai “tindakan
pemerintah yang mengatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak
berlaku untuk suatu hal tertentu yang bersifat khusus” adapun pendapat lain dari
beberapa ahi yaitu diantaranya “WF” Prins mengatakan bahwa dispensasi adalah
tindakan pemerintah yang menyebabkan suatu peraturam Undang-Undang menjadi
tidak berlaku bagi sesuatu hal yang istimewah (relaxsio legis) menurut ateng
syafruddin, dispensasi bertujuan untuk menebus rintangan yang sebetulnya secara
normal tidak diizinkan, jadi dispensasi berarti menyisihkan pelanggaran dalam hal
khusus (relaxatie legis).
Lisensi pada umunya sering digunakan dalam bidang hak kekayaan intelektual
(HKI), lisensi pada bidang HKI merupakan pemberian izin oleh pemegang HKI (Hak
cipta, hak merek, hak paten dll) kepada pihak lain yang ingin memanfaatkan atau
menggunakan hak (tidak terdapat pengaluhan hak) yang dimiliki oleh pihak
pemegang HKI dengan melalui sebuah perjanjian “lisensi adalah suatu izin yang
memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk
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menyatakan suatu izin yang memperkenankan seseorang untuk menjalankan
perusahaan dengan izin khusus atau istimewah”.13
“konsesi adalah suatu penetapan administrasi negara yang secara yuridis
sangat kompleks karena merupakan seperangkat dispensasi, izin dan lisensi disertai
semacam “wewenang pemerintah” terbatas kepada konsesionaris”14 konsesi biasanya
sering dikeluarkan dibidang usaha pertambangan dan pengelolahan hutan yang
memerlukna tanggung jawab yang besar dikarenakan hal itu dapat bersentuhan
langsung dengan pekerjaan yang besar dimana kepentingan umum terlibat erat sekali
sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas pemerintah, tetapi oleh pemerintah
diberikan hak penyelnggaraan kepada konsensionaris (pemengang izin) yang bukan
pejabat pemerintah”
Selain dispensasi, konsesi dan lisensi dalam kaitannya dengan masalah
perizinan juga dikenal rekomendasi. Rekomendasi dapat diartikan sebagai
pertimbangan yang diberikan oleh badan atau pejabat yang berwenang untuk
digunakan dalam pemberian izin pada suatu bidang tertentu. Rekomendasi diberikan
oleh badan atau jabatan yang mempunyai kompetensi dan kapastitas khusu dibidang
tertentu, didasarkan pada keahlian dalam suatu disiplin tertentu.15
13Ridwan HR. 2011. Hukum Administrasi Negara (edisi revisi) (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada). h. 197
14Y. Sri Pudyatmoko. 2009, Perizinan, Problem dan Upaya Pembenahan. (Jakarta: PT
Gramedia Wediasarana Indonesi). h. 9
15Ridwan HR. 2011. Hukum Administrasi Negara (edisi revisi) (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada) h. 197
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Penerbitan rekomendasi seringkali juga didahului oleh adanya permohonan
yang bisa saja ditolak dalam pemprosesannya dilakukan seperti layaknya penerbitan
suatu izin pula . berbeda dengan izin, rekomendasi merupakan suatu yang tidak
langsung mempunyai daya ikat. Artinya, instansi yang berwenang menerbitkan izin
dapat menggunakan rekomendasi sebagai acuan referensi, tetapi tidak tertutup
kemungkinan bagi pejabat atau instansi yang mempunyai kewenangan dan keahlian
pada bidang tertentu maka mau tidak mau juga di indahkan.16
1. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi
Sektor Layanan : Energi dan Sumber Daya Mineral
Jenis Layanan : Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi
Deskripsi : Permohonan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi ditujukan ke
Instansi Penyelenggara PTSP dalam hal ini UPT Pelayanan
Perizinan Terpadu BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan.Setelah
berkas syarat lengkap dan benar akan dilakukan survey atau
peninjauan lapangan (visitasi) terhadap kebenaran dokumen, jenis
usaha, dll oleh Tim Teknis bersama Tim URC (SKPD Terkait).
Dasar Hukum
a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara;
16Ridwan HR. 2011. Hukum Administrasi Negara (edisi revisi) Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada. h. 10-11
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b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
c. Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan
Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara;
d. Peraturan Menteri ESDM Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan
Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa
Pertambangan Mineral dan Batubara;
e. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu
pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
f. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu;
g. Keputusan Gubernur Sulawesi Sulawesi Selatan Nomor: 25/I/Tahun 2016
tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non




1). Surat permohonan ditujukan kepada Kepala BKPMD Prov. Sulsel melalui
Kepala UPT Pelayanan Perizinan Terpadu;
2). Susunan direksi;
3). Daftar pemegang saham;
4). Susunan pengurus;
5). Surat keterangan domisili;
6). Kartu penduduk;
7). Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
8). SIUP/BKPM;
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9). Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
10). Akte pendirinan perusahaan dan perubahan perusahaan (yang bergerak di
bidang usaha pertambangan) yang telah disahkah oleh pejabat yang
berwenang;
11). Daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan
dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 tahun;
12). Peta Wilayah;
13). Daftar koordinat dengan batas geografis lintang dan bujur sesuai dengan
ketentuan sytem geografis yang berlaku secara nasional;
14). Pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang undangan
dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
15). Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi;
16). Bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang
WIUP sesuai dengan nilai penawaran;
17). Bukti pembayaran pencetakan peta WIUP atas permohonan wilayah;
2. Eksplorasi Perubahan Masa Berlaku:
a. Surat permohonan ditujukan kepada Kepala BKPMD Prov. Sulsel melalui
Kepala UPT Pelayanan Perizinan Terpadu;
1). Susunan direksi
2). Daftar pemegang saham
3). Susunan pengurus
5. Surat keterangan domisili
6. Kartu penduduk
7. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
8. SIUP/BKPM
9. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
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10. Akte pendirinan perusahaan dan perubahan perusahaan (yang bergerak di
bidang usaha pertambangan) yang telah disahkah oleh pejabat yang
berwenang
11. Daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan
dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 tahun
12. Peta Wilayah
13. Daftar koordinat dengan batas geografis lintang dan bujur sesuai dengan
ketentuan sytem geografis yang berlaku secara nasional
14. Laporan akhir kegiatan.
4. Prosedur pelayanan
a. Pemohon menuju touchscreen atau Customer Services :
1). Mencari informasi pelayanan yang dibutuhkan;
2). Mengambil Formulir Permohonan;
b. Petugas Loket Informasi/Customer Services:
1). Apabila pemohon masih dalam rangka mencari informasi maka petugas
informasi memberikan penjelasan tentang persyaratan dan prosedur pengajuan
permohonan pelayanan;
2). Apabila pemohon tersebut adalah pemohon yang telah siap dengan
kelengkapan peryaratan pengajuan permohonan, dipersilahkan menuju ke
Loket Pendaftaran;
c. Pemohon menyerahkan berkas permohonan ke Loket Pendaftaran/Desk
Pelayanan dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan
d. Petugas Loket Pendaftaran/Desk Pelayanan :
1). Meneliti berkas persyaratan, dan setelah persyaratan permohonan
dinyatakan lengkap maka berkas diterima;
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2). Petugas pendaftaran memberikan tanda terima kepada pemohon;
3). Menginformasikan waktu penyelesaian dan biaya yang harus dibayar
apabila dikenakan biaya pelayanan/retribusi;
e. Tim Teknis :
1). Menerima berkas dari loket pendaftaran/desk pelayanan yang sudah
dinyatakan lengkap;
2). Melakukan validasi terhadap berkas;
3). Apabila berkas telah lengkap dan valid, selanjutnya diserahkan ke Kepala
Seksi (korektor) untuk diproses lebih lanjut;
4). Apabila permohonan izin dimaksud memerlukan kajian teknis,
maka dibuatkan pengantar ke Kepala Seksi (korektor);
f. Kepala Seksi (korektor):
1). Melakukan verifikasi terhadap berkas permohonan;
2). Membuat pengantar ke Unit Reaksi Cepat (URC) SKPD dan diserahkan ke
Kepala UPT P2T (Verifikator);
3). Memerintahkan pencetakan surat izin untuk permohonan yang telah
lengkap, valid dan memenuhi persyaratan;
g. Loket Penyerahan :
Setelah Sub Bagian Tata Usaha menomor izin/rekomendasi menyerahkan
surat izin/rekomendasi ke pemohon melalui petugas loket penyerahan, dengan
meminta tanda bukti pendaftaran, bukti pembayaran retribusi dan membuat
tanda terima. Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan izin
diterbitkan selama 7 (TUJUH) HARI KERJA sejak tanggal diterimanya





Izin Usaha Pertambangan (IUP) diterima oleh pemohon yang dicetak
dengan spesifikasi sebagai berikut:
 1 (satu) rangkap ASLI;
Menggunakan Barcode;
 Kertas ukuran F4, Tebal 80 gram;
 Tanda tangan an. Gubernur Sulawesi Selatan selaku Administrator Perizinan
dan cap stempel basah BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan;
 Nomor Izin berdasarkan Ketentuan Penomoran UPT Pelayanan Perizinan
Terpadu BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan;
 Tanggal Izin berdasarkan tanggal terbitnya izin;
Sah dimata hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2.  Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi
Sektor Layanan : Energi dan Sumber Daya Mineral
Jenis Layanan : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi
Deskripsi : Permohonan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi
ditujukan ke Instansi Penyelenggara PTSP dalam hal ini UPT Pelayanan
Perizinan Terpadu BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan. Setelah berkas
syarat lengkap dan benar akan dilakukan survey atau peninjauan
lapangan (visitasi) terhadap kebenaran dokumen, jenis usaha, dll oleh
Tim Teknis bersama Tim URC (SKPD Terkait).
Dasar hukum
a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara;
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b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
c. Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2009 tentan Penyelenggaraan
Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara;
d. Peraturan Menteri ESDM Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan
Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara;
e. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu
pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
f. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu
Satu Pintu;
g. Keputusan Gubernur Sulawesi Sulawesi Selatan Nomor: 25/I/Tahun 2016
tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non




1. Surat permohonan ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Selatan Cq. Kepala
BKPMD Prov. Sulsel
2. Susunan direksi
3. Daftar pemegang saham
4. Susunan pengurus
5. Surat keterangan domisili
6. Kartu penduduk
7. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
8. SIUP/BKPM
9. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
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10. Akte pendirinan perusahaan dan perubahan perusahaan (yang bergerak di
bidang usaha pertambangan) yang telah disahkah oleh pejabat yang berwenang
11. Daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau
geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 tahun
12. Peta Wilayah
13. Daftar koordinat dengan batas geografis lintang dan bujur sesuai dengan
ketentuan sytem geografis yang berlaku secara nasional
14. Laporan lengkap eksplorasi
15. Laporan studi kelayakan
16. Rencana reklamasi dan pasca tambang
17. Rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB)
18. Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi
produksi
19. Tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang. berpengalaman
paling sedikit 3 tahun
20. Persyaratan Lingkungan:
21. Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-
undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
22. Persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
23. Persyaratan Finansial:
24. Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik
25. Bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir
26. Bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang
bagi pemenang lelang WIUP yang telah berakhir.
b. Perpanjangan




3. Daftar pemegang saham
4. Susunan pengurus
5. Surat keterangan domisili
6. Kartu penduduk
7. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
8. SIUP/BKPM
9. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
10. Akte pendirian perusahaan dan perubahan perusahaan (yangbergerak di
bidang usaha pertambangan) yang telah disahkaholeh pejabat yang berwenang
11. Peta Wilayah
12. Batas Koordinat Wilayah
13. Laporan akhir kegiatan operasi produksi
14. Rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB)
15. Neraca Sumber Daya dan Cadangan
16. Laporan Pelaksanaan pengelolaan lingkungan
17. Bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir
18. Bukti pembayaran iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir.
c. Untuk Pengangkutan dan Penjualan:
1. Surat permohonan ditujukan kepada Kepala BKPMD Prov. Sulsel Cq. Kepala
UPT Pelayanan Perizinan Terpadu
2. Susunan direksi
3. Daftar pemegang saham
4. Susunan pengurus
5. Surat keterangan domisili
6. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
7. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
8. SIUP/BKPM
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9. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
10. Akte pendirinan perusahaan dan perubahan perusahaan (yang bergerak di
bidang usaha pertambangan) yang telah disahkaholeh pejabat yang berwenang
11. Salinan izin usaha yang dimiliki dari instansi yang berwenang
12. Master plan kegiatan yang dikerjakan
13. Jumlah tonase mineral atau batubara yang tergali dalam WIUPatau WIUPK
14. Kualitas mineral atau batubara yang tergali disertai dengan sertifikat conto dan
analisa mineral atau batubara dari laboratorium yang telah diakreditasi
15. Perjanjian jual beli dengan pembeli apabila mineral logam,mineral bukan
logam, batuan atau batubara yang tergali akan dijual.
d. Untuk Pengolahan dan Pemurnian:
1. Surat Permohonan;
2. Profil Perusahaan;
3. Daftar Tenaga Ahli;
4. Daftar Peralatan Utama;
5. Laporan Keuangan/Finansial;
6. RKAB Tahunan;
7. Surat Pernyataan bersedia menyampaikan Laporan Bulanan pembelian dan
penjualan Mineral Batubara;
8. Surat Keterangan Bank;
9. Pengalaman perusahaan sesuai jenis dan bidang dimohon.
e. Untuk Perubahan Anggaran Dasar:
1. Dasar atau alasan perubahan anggaran dasar;
2. Hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebelum dituangkan dalam Akte
Notaris;
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3. Bukti pelunasan pembayaran iuran tetap (deadrent) selama 2 (dua) tahun terakhir
bagi pemegang IUP Eksplorasi , IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK
Operasi Produksi;
4. Bukti pelunasan pembayaran iuran produksi selama 2 (dua) tahun terakhir bagi
pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi;
5. Bukti pelunasan pembayaran iuran produksi bagi pemegang IUP Eksplorasi atau
IUPK Eksplorasi yang memiliki izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan
penjualan serta pemegang IUP-OPK untuk pengolahan dan pemurnian yang
memanfaatkan
mineral ikutan;
6. Laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit akuntan public;
7. Sumber dan penggunaan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor
untuk permohonan perubahan anggaran dasar yang terkait dengan perubahan
besarnya modal dasar, modal ditempatkan dan disetor;
8. Prospektus yang akan dipublikasikan untuk permohonan perubahan anggaran dasar
berupa perubahan status perseroan yang tertutup menjadi perseroan terbuka dan
sebaliknya;
9. Laporan hasil kegiatan studi kelayakan yang membuktikan telah ditemukan paling
sedikit 2 (dua) wilayah prospek dalam kegiatan eksplorasi bagi pemegang IUP
Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi untuk permohonan perubahan anggaran dasar
berupa perubahan status perseroan yang tertutup menjadi perseroan
terbuka dan sebaliknya; dan
10. Salinan IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi atau IUPK
Operasi Produksi yang telah teregristrasi pada Direktorat Jenderal dan dinyatakan
clear and clean.
2. Prosedur Pelayanan
1. Pemohon menuju touchscreen atau Customer Services :
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a. Mencari informasi pelayanan yang dibutuhkan;
b. Mengambil Formulir Permohonan;
2. Petugas Loket Informasi/Customer Services:
a. Apabila pemohon masih dalam rangka mencari informasi maka petugas
informasi memberikan penjelasan tentang persyaratan dan prosedur pengajuan
permohonan pelayanan;
b. Apabila pemohon tersebut adalah pemohon yang telah siap dengan kelengkapan
peryaratan pengajuan permohonan, dipersilahkan menuju ke Loket Pendaftaran;
3. Pemohon menyerahkan berkas permohonan ke Loket Pendaftaran/Desk Pelayanan
dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan
4. Petugas Loket Pendaftaran/Desk Pelayanan :
a. Meneliti berkas persyaratan, dan setelah persyaratan permohonan dinyatakan
lengkap maka berkas diterima;
b. Petugas pendaftaran memberikan tanda terima kepada pemohon;
c. Menginformasikan waktu penyelesaian dan biaya yang harus dibayar apabila
dikenakan biaya pelayanan/retribusi;
5. Tim Teknis :
a. Menerima berkas dari loket pendaftaran/desk pelayanan yang sudah dinyatakan
lengkap;
b. Melakukan validasi terhadap berkas;
c. Apabila berkas telah lengkap dan valid, selanjutnya diserahkan ke Kepala Seksi
(korektor) untuk diproses lebih lanjut;
d. Apabila permohonan izin dimaksud memerlukan kajian teknis, maka dibuatkan
pengantar ke Kepala Seksi (korektor);
6. Kepala Seksi (korektor):
a. Melakukan verifikasi terhadap berkas permohonan;
b. Membuat pengantar ke Unit Reaksi Cepat (URC) SKPD dan diserahkan ke
Kepala UPT P2T (Verifikator);
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c. Memerintahkan pencetakan surat izin untuk permohonan yang telah lengkap,
valid dan memenuhi persyaratan;
7. Loket Penyerahan :
Setelah Sub Bagian Tata Usaha menomor izin/rekomendasi menyerahkan surat
izin/rekomendasi ke pemohon melalui petugas loket penyerahan, dengan meminta
tanda bukti pendaftaran, bukti pembayaran retribusi dan membuat tanda terima.
4. Waktu Pelayanan
Jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan izin diterbitkan
selama 7 (TUJUH) HARI KERJA sejak tanggal diterimanya berkas permohonan




Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi diterima oleh pemohonyang dicetak
dengan spesifikasi sebagai berikut:
 1 (satu) rangkap ASLI;
Menggunakan Barcode;
 Kertas ukuran F4, Tebal 80 gram;
 Tanda tangan an. Gubernur Sulawesi Selatan selaku Administrator Perizinan dan
cap stempel basah BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan;
 Nomor Izin berdasarkan Ketentuan Penomoran UPT Pelayanan
Perizinan Terpadu BKPMD Provinsi Sulawesi Selatan;
 Tanggal Izin berdasarkan tanggal terbitnya izin;
 Sah dimata hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
7. Pengelolaan Pengaduan
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1. Pelayanan Informasi dan Pengaduan ditangani oleh dua orang Petugas;
2. Petugas Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat memiliki kompetensi
sebagai berikut :
a. Memiliki sikap dan perilaku yang sopan dan ramah;
b. Menguasai teknik berkomunikasi yang baik;
c. Memiliki latar belakang pendidikan komunikasi dan psikologi;
3. Dilengkapi sarana dan prasarana informasi pelayanan untuk setiap jenis layanan
dan penerimaan pengaduan meliputi telepon/fax, Formulir Pengaduan/Buku Agenda
Pengaduan, SMS Pengaduan, Pengaduan via email, rak arsip, komputer;17
D. Pertambangan dan bahan galian
1. pertambangan
Pertambangan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang
Pertambangan Mineral dan BatuBara adalah sebagian atau seluruh tahap kegiatan
dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang
meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan,
pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca
tambang.18
17 Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan UPT Pelayanan Perizinan
Terpadu BKPMD Provinsi SulSel
18Marilang, Paradigma Hukum Pertambangan (Makassar: Alauddin University Press, 2012),
h. 205.
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Hukum Pertambangan adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur
kewenangan negara dalam pengelolahan bahan galian (tambang) dan mengatur
kewenangan negara dalam pengelolaaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang).19
Defenisi diatas dianggap paling menggambarkan hukum pertambangan karena
terdiri atas tiga usnur penting menyangkut hukum pertambangan yaitu adanya kaidah
hukum, adanya kewenangan negara dalam mengatur pengelolahan bahan galian dan
adanya hubungan hukum anatara negara dengan ornag dan badan hukum dalam
pengusahaan bahan galian.
Adapun asas-asas hukum pertambangan sebagaimana tercantum dalam pasal
2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara.
Yakni sebagai berikut:
A. Manfaat, keadilan dan keseimbangan.
Asas manfaat adalah asas yang menunjukkan bahwa dalam melakukan
penambangan harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat sebesar-besarnya
bagi peningkatan kemakmuran dan kesejhteraan rakyat.
Asas keadailan yang dimaksud bahwa dalam melakukan penambangan harus
memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proposional bagi seluruh
warga negara tanpa ada yang di kecualikan.
19 Salim HS, Hukum Pertambangan Di Indonesia, (Rajawali Pres, jakarta, 2005) h. 8
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Asas keseimbangan mnnbaksudnya bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan
wajib memperhatikan bidang-bidang lain terutama yang berkaitan langsung dengan
dampaknya.
B. Berpihakan kepada kepentingan bangsa.
Asas ini bermaksud bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan harus
beriorentasi kepada kepentingan bangsa bukan kepada kepentingan individu atau
golongan.
C. Partisipatif, transparansi dan akuntabilitas.
Asas partisipatif adalah asas yang mengkehendaki bahwa dalam melakukan
kegiatan pertambangan dibutuhkan peran serta masyarakat dalam penyusunan
kebijakan, pengelolahan, pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanannya.
Asas trasnparansi adalah asas yang mengamanatkan adanya keterbukaan informasi
yang benar, jelas dan jujur dalam penyelenggaraan kegiatan pertambangan.
Asas akuntabilitas adalah asas yang mana dalam kegiatan pertambangan
dilakukan dengan cara-cara yang benar sehingga dapat di pertanggung jawabkan.
D. Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah
asa yang secara terencana mengintregrasikan dimensi ekonomi, lingkungan dan sosial
budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batubara untuk
mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.
Mengenai pengertian pertambangan tidak dapat kita jumpai pada Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan Pokok-pokok pertambangan
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melainkan dapat kita temui pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2009 tentang pertambangan mineral dan batubara (perubahan atas Undang-Undang
Nomor 11 tahun 1967 tentang ketentuan pokok-pokok pertambangan) yaitu
Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka
penelitian, pengelolahan dan pengusahaan mineral atau batubar yang meliputi
penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi,  penambangan,
pengelolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan
pascatambang.
Mengenai pengertian bahan galian dapat dilihat pada pasal 2 huruf a Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan pokok-pokok pertambangan yaitu:
“unsur-unsur kimia mineral-mineral, bijih bijih dan segala macam batu-batu mulia
yang merupakan endapan-endapan alam”. Melihat dari pengertian di atas bahan
galian mempunyai karakteristik diantaranya: “berbentuk padat, cair, dan gas yang
keadaannya masih dalam bentuk endapan atau letakan alam yang melekat pada
batuan induknya dan belum terjamah oleh manusia”20
Secara dilihat dari pengertian diatas maka bahan galian dapat di kelompokkan




20Abrar saleng. 2004 Hukum pertambangan .(Yogyakarta: UII Press). h. 85
44
d. Batu-batuan;.
Penentuann kelompok jenis bahan galian ini tidak didapati pada Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 1967 tetang ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan,
pengelompokkan jenis bahan galian atau bahan tambang dapat dijumpai pada
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
sebagai perubahan atas Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor
11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.
Istilah bahan galian berasal dari terjemahan bahasa inggris, yaitu mineral,
dalam article 3 angka 1 japanese mining law No. 289, 20 december 1950 latest
amandement in 1962 telah ditemukan pengertian mineral. “mineral” in this article and
articles herein after shall mean” 21
“the ores of gold, silver, copper, lead, bismuth, tin antimony, mercury, zinc,
iron,sulffide, chromite, manganese, tungsten, molybdemum, arsenic, nickel, colbath,
uranium, thourium, phosphate, graphite, coal, lignite, petroleum, asphalt, natural
gas, sulfur, gypsum, barite, alunite, flourspar, absestos, limestone, dolomite, silica
stone, feldspar, pyrophyllite, talc, fireclay, and alluvial ores. (alluvial gold, iron
sand, stream tin and other metal ores which, result in alluvial deposits; hereinafter,
the same”.
21Salim HS. 2005. Hukum Pertambangan Di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. h.
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Mineral adalah biji-biji dari emas, perak, tembaga, timah, bismuth, kaleng,
logam putih, seng, besi, sulfide,khrommangan, tangstan, molybdenum, arsen, nikel,
kobal, uranium, pospate, grafit, batubara, batubara muda, minyak mentah, aspal, gas
alam, sulfur, batu tahu, barit, alunit, flor, asbes, batu gamping, dolomite, silicon,
peldpar, piropilet, talk, batu lembut, dan biji tanah (biji emas, biji besi, timah,
disungai dan berbagai metal lainnya)
Mengenai pengertian mineral dapat pula ditemukan pada pasal 1 angka 2
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
yaitu: Mineral adalag senyawa organik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat
fisik dan kimia. Tertentu secara susunan kristal teratur atau gabungannya yang
membengtuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
2. Penggolongan bahan galian
Pengelompokkan bahan galian diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor
11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang dapat
disimak sebagai berikut:
(1) Bahan galian dibagi atas tiga golonga:
a. Golongan bahan galian strategis
b. Golongn bahan galian vital
c. Golongan bahan galian yang tidak termasuk dalam golongan a tau b.
(2) Penunjukan sesuatu bahan galian ke dalam sesuatu golongan tersebut pada
ayat (1) pasal ini di atur dengan peraturan pemerintah.
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Penjelasan pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang ketentuan-
ketentuan Pokok Pertambangan menguraikan mengeenai dasar penggolongan bahan
galian kedalam 3 golongan antara lain memuat pertimbangan yang didasarkan pada
pentingnya bahan galian yang bersangkutan bagi negara yaitu sebagai berikut
1. Bahan galian golongan A termasuk bahan galian strategis dalam arti kata “strategis”
untuk pertanahan/keamanan negara ataupun strategis untuk menjamin perekonomian
negara.
2. Bahan galian golongan B termasuk bahan galian vital dalam arti dapat menjamin
hajat hidup orang banyak.
3. Sedangkan bahan galian golongan C merupakan bahan galian yang tidak dianggap
langsung mempengaruhi hajat hidup orang banyak, baik karena sifatnya maupun
karena kecilnya jumlah letakkan (deposit) bahan galian dalam penjelasan umum PP
No. 27 Tahun 1980 tentang penggolongan bahan galian angak 3 huruf c, bahwa
golongan C merupakan bahan galian yang tidak termasuk bahan galian strategis dan
vital berarti sifatnya tidak langsung memerlukan pasaran yang bersifat internasional.
Adapun hal-hal yang menjadi latar belakang sehingga bahan galian digolongkan ke
dalam tiga jenis golongan tidak lain di pengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat
dilihat sebagai berikut:
a. Nilai strategis/ekonomis bahan galian terhada negara.
b.Terdapatnya suatu bahan galian dalam alam (genese)
c. Penggunaan bahan galian bagi indutri;
d.Pengaruhnya terhadap kehidupan rakyat banyak;
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e. Pemberian kesempatan pengembang pengusahaan;
f. Penyebaran pembangunan di daerah.
Pasal 1 peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang penggolongan
Bahan galian Merumuskan mengenai jenis-jenis bahan yang masuk ke dalam tiga
golongan bahan galian tersebut sebagai berikut:
a. Golongan bahan galian yang strategis adalah:
(1) Minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas alam;
(2) Btumen padat, aspal
(3) Antrasit, batubara, batubara muda;
(4) Uranium, radium, thorium dan bahan-bahan galian radioaktif lainnya;
(5) Nikel, kobalt, nikel
b. Golongan galian yang vital adalah:
(1) Besi, mangan, molidben, khrom, wolfram, vanadium, titan,;
(2) Bauksit, tembanga, timbal, seng.
(3) Emas, platina, perak, air raksa, intan;
(4) Arsin, antimon, bismut;
(5) Yutrium, rhutenium, cerium dan logam-logam langka lainnya;
(6) Berilium, korodium, zirkon, kristal kwarsa;
(7) Kriolit, flourpar, barit;
(8)Yodium, brom, khlor, belerang;
c. Golongan bahan galian yang tidak termasuk golongan a atau b adalah;
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(1) Nitrat-nitrat, pospat-pospat, garam batu (halite)
(2) Asbes, talk, mika, grafit, magnesit;
(3) Yarosit, leusit tawas (alum), oker;
(4) Batu permata, batu setengah permata;
(5) Pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonit;
(6) Batu apung, tras, obsidian, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth);
(7) Marmer, batu tulis;
(8) Batu kapur, dolomit, kalsit;
(9) Granit, andesit, basal, trakhit, tanah lat, dan pasir sepanjang tidak mengandung
unsur-unsur mineral golongan a maupun golongan b dalam jumlah yang berarti
ditinjau dari segi ekonomi perkembangan.
Pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana dikelompokkan kedalam 5
(lima) golongan komoditas tambang22
a. Mineral radioaktif meliput radium, thorium, uranium, monasit, dan bahan
galian radioaktif lainnya;
b. Mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, Kalsium,
emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangaan, platina, bismuth,
molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium.. barit, vanadium, kromit,
antimoni, kolbat, tantalum, cadmiium, galium, indium, yutrium, magnetik,
besi, galena, alimina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbium,
ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lantjanum. Niobium, neodymium,
hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium,
iridium, selenium, telluride, stronium, germanium, dan zenotin.
c. Mineral bukan logam meliputi intan, korondum, grafit, arsen, pasir kuarsa,
flourspar, kriolit, youdium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk,
22 Pasal 2 angka 2 PP No. 23 Tahun 2010  tentang  Pelaksanaan  Kegiatan  Usaha
Pertambangan Mineral dan Batubara
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mika, magnesit, yarosit, oker, flourit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin,
feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon,
wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping
untuk semen;
d. Batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, mramer, perlit, tanah
diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro,
peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal,
kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet,
giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit,
kerikil berpasir alami (sitru), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah
setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir
yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan
logam dalam mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan
logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan;
dan
e. Batubara meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara dan gambut.
3. Pertambangan ilegal
Pertambangan Ilegal adalah kegiatan Penambangan atau penggalian yang
dilakukan oleh masyarakat atau Perusahaan tanpa memiliki izin dan tidak
menggunakan prinsip prinsip penambangan yang baik dan benar ( Good Mining
Praticle )23
4. Sumber Daya Alam Tambang dalam Perspektif Islam
Di dalam pandangan sistem ekonomi Islam, harta kekayaan yang ada di bumi
ini tidaklah bebas untuk dimiliki oleh individu, sebagaimana yang ada dalam
23Iskandar Zulkarnain 2016, lembaga ilmu pengetahuan inodnsia, pertambangan ilegal dan
permsalahnnya di indonesia, http://iesr.or.id/files/Pertambangan%20Ilegal%20di%20Indonesia.pdf di
akses  pada tangga 20 oktober 2017 pukul 14.26
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pemahaman sistem ekonomi kapitalisme. Sebaliknya, juga tidak seperti dalam
pandangan sistem ekonomi sosialisme, yang memandang bahwa harta kekayaan yang
ada di bumi ini harus di kuasai oleh negara. Di dalam sistem ekonomi Islam, status
kepemilikan terhadap seluruh harta kekayaan yang ada di bumi ini dapat
dikategorikan dalam tiga kelompok, yaitu:24
a) Kepemilikan individu, yaitu hukum syara‟ yang berlaku bagi zat atau manfaat
tertentu, yang memungkinkan bagi yang memperolehnya untuk memanfaatkannya
secara langsung atau mengambil kompensasi (iwadh) dari barang tersebut.
b) Kepemilikan umum, yaitu ijin asy-syari‟ kepada suatu komunitas untuk
bersamasama memanfaatkan suatu benda. .
c) Kepemilikan negara, yaitu harta yang tidak termasuk kategori milik umum
melainkan milik individu, namun barang-barang tersebut terkait dengan hak kaum
muslimin secara umum.
Berdasarkan pengkategorisasian harta kekayaan yang ada di bumi tersebut
memunculkan pertanyaan, dimana posisi sumberdaya alam seperti pertambangan,
energi, hutan, air dan sebagainya masuk kategori yang kedua (kepemilikan umum).
Pendapat ini didasarkan pada dalin hadits dari Imam At-Tirmidzi yang meriwayatkan
Hadits dari Abyadh bin Hamal “bahwa ia telah meminta kepada Rasul untuk
mengelolah tambang garamnya, lalu Rasul memberikannya. Setelah dia pergi, ada
seseorang laki-laki dari majelis tersebut bertanya kepada Rasul “Wahai Rasulullah,
24 Marilang, Paradigma Hukum Pertambangan (Makassar: Alauddin University Press, 2012),
h. 150.
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tahukah engkau apa yang engkau berikan kepadanya? Sesungguhnya engkau telah
memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir (ma‟u al-„iddu)” Rasulullah
kemudian bersabda “Tariklah tambang tersebut darinya”.25
Al-Quran sebagai kitab yang sempurna mengatur dan menceritakan segala
sesuatu yang berhubungan dengan hidup manusia baik saat sekarang, yang telah lalu
dan yang akan datang. Al-Quran membahas proses kejadian manusia hingga apa yang
akan menjadi rezeki bagi manusia agar dapat menjalani hidupnya di Dunia. Salah
satunya mengenai dunia pertambangan. Al-Quran sangat banyak memuat ayatayat
yang berhubungan dengan ilmu pertambangan, memuat masalah bahan-bahan galian
ataupun kandungan dalam bumi yang manusia pijak ini. Bahan-bahan galian
yang berupa mineral dan batuan merupakan objek utama dalam dunia pertambangan
yang memiliki nilai ekonomis dibutuhkan manusia dalam menjalani hidupnya di
dunia sebagai perhiasan, sebagaimana firman Allah SWT. dalam QS. Al Imran/3: 14,
sebagai berikut:
                         
                              
      
Terjemahannya:
25 Marilang, Paradigma Hukum Pertambangan, h. 151.
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”dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang
diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas,
perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah
kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik
(surga).”26
Pada ayat ini, Allah memberikan gambaran bahwa emas dan perak merupakan
salah satu keindahan dalam hidup manusia yang dicintai keberadaannya karena
nilainya yang tinggi. Emas dan perak merupakan salah satu bahan galian yang
menjadi objek dalam dunia pertambangan. Ini semua Allah ciptakan sebagai
kesenangan hidup di dunia bagi manusia. Teknologi pertambangan sudah lama
dikenal oleh dunia dan ternyata ilmuan pertama yang mengembangkan teknologi
pertambangan berasal dari ilmuan Islam. Walhasil sebenarnya dunia pertambangan
harus berterima kasih kepada Islam. Karena dari kejeniusan berpikir para ilmuan
Islam, dunia petambangan bisa maju pesat seperti saat ini. Ilmuan Islam dalam
menjalani hidupnya menjadikan Al-Qur’an sebagai landasan berfikir termasuk saat
menemukan teknologi pertambangan yang sangat berhubungan dengan Al-Qur’an.
Wajar memang jika dunia pertambangan Islam begitu maju, karena jika melakukan
survey, negara-negara yang kaya akansumber daya alam adalah negeri-negeri kaum
muslim. Cadangan minyak terbesarmisalnya terdapat di daerah timur tengah. Oleh
karena itu, kaum muslimin dahulu terpicu semangatnya untuk melakukan rekayasa
teknologi dalam pertambangan.
Namun sayang, sejarah emas ini seolah-oleh sengaja dipendam dari hadapan
kaum muslimin. Ilmuan muslim dulu yang merekayasa teknologi pertambangan tidak
26Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya , h. 51
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dipicu dengan iming-iming materi tetapi mereka bergerak karena ada dorongan





A. Jenis dan Lokasi Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research),
yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriftif berupa kata-kata tertulis
dan lisan dari orang-orang dari pelaku yang dapat diamati. Secara sederhana,
penelitian lapangan digunakan untuk memperjelas kesesuain antara teori dan praktik.
2. Lokasi penelitian
Penelitian yang dilakukan merupakan tipe penelitian empiris yang dilakukan pada
Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi sulawesi selatan dan Bagian Hukum
Pemerintah Kabupaten Gowa.
B. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian ada metode atau cara mengadakan penelitian, dalam rangka
pendekatan pada obyek yang diteliti serta pokok permasalahan, maka spesifiknya
pada penelitian ini adalah penelitian yuridis normative dan pendekatan kasus yang
terjadi di Kabupaten Gowa. Adapun pendekatan normative adalah pendekatan
undang-undang yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang atau regulasi
yang bersangkutpautan  dengan isu hukum yang sedang ditangani27
27Peter Mahmud marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, (Jakarta : Kencana 2015). h. 93.
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C. Sumber Data
Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Data Primer
yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pakar,
narasumber dan pihak –pihak yang terkait dengan penulisan skripsi ini. Populasi dalam
penelitian ini adalah dinas pertambangan dan sumber daya energi Kabupaten Gowa,
Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal, Badan Lingkungan Hidup serta
bagian hukum Pemerintah Kabupaten Gowa serta Masyarakat sekitar tambang dan para
pelaku usaha kegiatan pertambangan di Kabupaten Gowa. Sampel dari penelitian ini
yaitu 1 orang dari Bagian hukum Pemerintah Kabupaten Gowa, 1 orang dari Dinas
Pertambangan dan Enegri Kabupaten Gowa, 1 orang dari Badan Lingkungan Hidup, 1
orang dari Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal.
2. Data Sekunder,
yaitu sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media
perantara. Data sekunder berupa bukti, catatan, laporan historis yang telah tersusun
dalam arsip. Data sekunder meliputi studi pustaka, karangan ilmiah, literatur data
lembaran daerah, undang- undang/pertauran daerah yang berkaitan dengan
pembahasan yang akan dibahas yang tersedia pada Dinas Pertambangan dan Sumber
Daya Energi, Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal serta bagian hukum
Pemerintah Kabupaten Gowa yang diperlukan dalam penelitian ini
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D. Metode Pengumpulan Data
Metode penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini
menggunakan penggabungan antara metode yuridis dengan metode empiris.
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Penelitian Kepustakaan
Penelitian Kepustakaan adalah pengumpulan data dan informasi melalui membaca,
menelaah buku, majalah, artikel, jurnal, tulisan-tulisan dan peraturan perundang-
undanagn yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.
2. Mengakses website dan situs-situs yang menyediakan informasi yang berkaitan dengan
masalah dalam penelitian ini.
3. Penelitian Lapangan (Field Research)
Yaitu bentuk penelitian yang difokuskan pada objek penelitian. Dalam hal ini,
penulis melakukan observasi serta melakukan wawancara dengan instansi atau
lembaga-lembaga yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.
E. Analisis Data
Untuk menganalisis kewenangan Pemerintah Kabupaten Gowa dalam
Pemberian Izin Pertambangan Bahan Galian Batuan serta pengendalian
dampaknya di Kabupaten Gowa. Maka data yang diperoleh kemudian
dikumpulkan baik secara primer maupun skunder, dan dianalisis secara deskriptip.
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Selanjutnya diajukan secara kuantitatif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan,
dan menggambarkan permasalahan dengan penyelesaian yang berkaitan dengan
penulisan ini.
F. Pengujian Keabsahan Data
Dalam mengujii data dan materi yang disajikan dipergunakan materi sebagai
berikut:
1. Deskriftif yang pada umumnya digunakan dalam menguraikan, mengutip atau
memperjelas bunyi peraturan perundang-undangan dan uraian umum.
2. Deduktif yaitu pada umumnya berpedoman pada peraturan perundang-
undangan.
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN DALAM
PEMBERIAN IZIN PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUAN DAN PENERTIBAN
PERTAMBANGAN LIAR DI KABUPATEN GOWA
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1. Tanggung Jawab Pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam pemberian
izin pertambangan bahan galian batuan telah tertuang dalam Undang-Undang No 23
tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang berlaku mulai Oktober 2016 pengganti
dari Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, Dengan demikian pemerintah provinsi
mengambil-alih Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari tangan pemerintah kabupaten
melalui pelayanan terpadu satu pintu,  kalau dulu IUP bisa dikeluarkan oleh
pemerintah kabupaten/kota, tapi sekarang semua urusan perizinan tambang dan lain-
lain akan ditangani oleh pemerintah provinsi melalui kantor pelayanan perizinan
terpadu Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun
2014 tentang pemerintahan daerah.
2. Adapun Mengenai Penertiban tambangan ilegal yang sekarang marak terjadi di
Kabuptaen Gowa Pemerintah dan Kepolisian telah mengupayakan dengan maksimal
pemberantasan Tambang yang tak berizin ini dengan memberi peringatan sanksi yang
tegas dan menangkap siapa-siapa yang pelaku dan ikut serta dalam perbuatan
tersebut, jika terbukti bersalah, semua pelaku tersebut terancam dikenakan pasal 158
maka ancaman hukumannya yah 10 tahun penjara, Bupati memberikan apresiasi
kepada semua pemangku kepentingan karena adanya komitmen bersama dalam
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menindak semua pelaku penambangan liar. Bukan cuma itu, ia juga memberikan
peringatan keras kepada semua penambang liar termasuk para aparat pemerintahan
dan pihak keamanan yang melindungi penambang ilegal tersebut.
B. Implikasi Penelitian
1. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi terkait peraturan daerah yang telah ada
agar masyarakat bisa memahami kebijakan yang dibuat tersebut dan tidak adanya
tumpang tindi anatara peraturan yang baru dengan realita yang terjadi di masyarakat
kita
2. Adapun mengenai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, nyatanya ini tidak
memberikan banyak dampak Positif terhadap Kabupaten Itu sendiri dalam hal IUP
dan pengendalian dampak pertambangan tersebut, karena masih banyak masyarakat
yang komplain mengenai kerusakan lingkungan yang belum saja di tangani oleh
pemerintah Provinsi itu sendiri, Sebaiknya Jika peraturan itu di keluarkan pemerintah
seharusnya lebih memperhatikan apa-apa yang dampak yang terjadi dari peraturan itu
dan cepat mengatasi segala keluhan-keluhan masyarakat dan tidak merugikan
Pemerintah Kota/Kabupaten tersebut.
3. untuk persoalan pertambangan liar yang sedang marak terjadi, Pemerintah dan
pihak-pihak yang berwajib harus lebih meningkatkan pengawasan dan menindak
lebih tegas pelaku yang menambang secara ilegal atau tidak berizin sehingga bisa
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